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Abstract

This study aims so describe the implementation of the Pencegahan dan Pemeberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN) policy in rehabilitation sector and all the influencing factor in Surabaya. This policy is motivated by one of
important part at national development. Human resource is an important factor that a country has as an investment and if its not
optimized it will weaken the country. So is Surabaya in support of PAGN in drugs rehabilitation sector.

This study uses qualitative descriptive research type. Meanwhile, the data collected by observation method document
studies in depth interviews And the selection of informants conducted by purposive and snowball sampling. Where all the in
informants are considered and having a role in the implementation of the P4GN policy in rehabilitation sector in Surabaya. Data
analysis techniques used in this study are qualitative analysis according to Sugiyono. Data have been obtained then analyzed by
using data reduction, data presentation and the drawing conclusions throughout the data collection process. Result from this study
that the implementation of the PAGN policy that the BNN has been done. Especially at the rehabilitation sector so far has been going
well. However, the obstacle that have been found in the study are the human resources factor in the implementation of the PAGN
policy in Surabaya, the lack of employees is one of the problems and it need of additional staff. And because of the Surabaya s BNN

not having a rehabilitation institution yet.
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PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan serius saat ini adalah
masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna
adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak
atau melawan hukum. Menurut Rena, pecandu
narkotika merupakan “self victimizing victims” yaitu
mereka yang menjadi korban Kkarena kejahatan yang
dilakukannya sendiri. Ketergantungan narkotika adalah
kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk
menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan
takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang
sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau
dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala
fisik dan psikir yang khas.

Pada dunia medis narkoba adalah senyawa
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius atau
mengobati penyakit tertentu dengan dosis tertentu
sesuai kebutuhan. Penggunaan narkoba di Indonesia
yang tidak memiliki izin menggunakan narkoba
dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan
pada jaringan tubuh dan bila masuk ke dalam tubuh
dapat merusak susunan fungsi saraf pusat (otak)
sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik,
psikis/jiwa dan fungsi sosial. Penyalahguna narkoba
bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dengan
berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dirancang untuk menjamin

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Serta mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan
narkotika. Dan memberantas peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan
upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna
dan pecandu narkotika.

Bawasan nya dalam melaksanakan Undang-
Undang nomor 35 tahun 2009, Presiden membuat
peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang
selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah
non kementrian yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Pemerintah telah
membuat upaya dalam mengatasi permasalahan ini
yaitu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN), meliputi bidang: 1) Pencegahan; 2)
Pemberdayaan Masyarakat; 3) Rehabilitasi; dan 4)
Pemberantasan. Melalui Badan Narkotika Nasional,
pemerintah telah memberikan wewenang untuk
mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah
sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) yang mempunyai tugas diantaranya menyusun
dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai
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pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
(PAGN).

Badan Narkotika Nasional membuat rencana
strategis untuk mengatasi permasalahan narkoba yang
ada, termuat pada Peraturan Kepala Badan Narkotika
Nasional Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019.
Dalam rencana strategis ini memuat kebijakan PAGN
yang bertujuan “Mewujudkan Masyarakat Indonesia
yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba”. Untuk membantu melaksanakan
kebijakan ini disemua wilayah di bentuk lah Badan
Narkotika Nasional Provinsi yang disebut (BNNP) dan
Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten yang
disebut (BNNK).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
menunjukkan intensitas yang semakin meningkat
hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat
pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia.
Menurut kamus narkoba yang dikeluarkan oleh BNN,
penyalahgunaan  narkoba adalah  suatu  pola
penyalahgunaan narkoba bersifat klinis menyimpang,
minimal satu bulan lamanya, dan telah terjadi
gangguan fungsi sosial atau pekerjaannya.

Menurut Hawari (2006), narkoba dapat
menimbulkan ketagihan yang pada gilirannya berakibat
pada Kketergantungan, apabila narkoba tersebut
menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keinganan yang tidak tertahankan
terhadap narkoba yang dimaksud, dan
jika perlu dengan jalan apapun untuk
memperolehnya;

2. Kecenderungan untuk menambah takaran
sesuai dengan toleransi tubuh;

3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila
penyalahgunaan narkoba dihentikan akan
menimbulkan  gejala-gejala  kejiwaan
seperti  kegelisahan, kecemasan, dpresi
dan sejenisnya;

4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila
penyalahgunaan narkoba dihentikan akan
menimbulkan  gejala  fisik  yang
dinamakan gejala putus zat.

Secara umum menurut Hawari (2006) mereka

yang menyalahgunakan narkoba dapat dibagi dalam 3
golongan besar, yaitu:

1. Ketergantungan primer, vyaitu ditandai
dengan adanya kecemasan dan depresi
yang pada umumnya terdapat pada orang
dengan kepribadian tidak stabil;

2. Ketergantungan simtomatis, yaitu
penyalahgunaan narkoba sebagai salah
satu gejala dari tipe kepribadian yang
mendasarinya, pada umumnya terjadi
pada orang dengan kepribadian antisosial
dan penyalahgunaan zat untuk
kesenangan semata;

3. Ketergantungan reaktif, yaitu terutama
pada remaja karena dorongan ingin tahu,

bujukan dan rayuan teman, jebakan dan

tekanan serta pengaruh teman kelompok

sebaya.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah
yang tingkat penyalahgunaan nya tinggi di Indonesia.
Berdasarkan data yang di peroleh dari BNNP Jawa
Timur dapat dilihat dari 2 tahun terakhir ini jumlah
penyalahguna narkotika di wilayah jawa timur
mengalami kenaikan.

Tabel 1.2

Jumlah Penyalahguna Narkoba di Provinsi Jawa
Timur

Tahun
2015 2016
611.800 636.000
Sumber: Data BNN, 2016 (data diolah)

Dari data diatas menujukan bahwa di provinsi
jawa timur selama 2 tahun terakhir ini mengalami
kenaikan jumlah penyalahguna. Dengan jumlah
penyalahguna 611,800 pada tahun 2015, dan 636.000
pada tahun 2016. Seperti yang termuat dalam UU
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal
54 meyebutkan bahwa setiap pecandu maupun korban
penyalahgunaan narkotika wajib untuk mengikuti
program rehabilitasi. Maka dengan kondisi banyaknya
penyalahguna yang ada di wilayah Jawa Timur dapat
dilihat bagaimana upaya penanganan nya untuk
mengikuti program rehabilitasi, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penyalahguna Narkoba Yang di
Rehabilitasi
Nama Instansi Jumlah Tahun

2015 2016
BNN Kab. Nganjuk 562 61
BNN Kota Batu 197 79
BNN Kota Kediri 558 82
BNN Kab. Tulungagung 274 31
BNN Kab. Lumajang 451 77
BNN Kab. Gresik 343 37
BNN Kab. Kediri 333 50
BNN Kab. Malang 296 93
BNN Kab. Blitar 411 20
BNN Kab. Trenggalek 352 24
BNN Kab. Sumenep - 18
BNN Kota Malang 310 82
BNN Kota Surabaya 423 364
BNN Kab. Sidoarjo 374 174
BNN Kab. Mojokerto - 0
Jumlah 4.890 1.192

Sumber: Data Tahun 2015-2016, BNNP Jatim (Data
diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa para
penyalahguna yang direhabilitasi di wilayah jawa timur



yang di tangani oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi maupun Kota/Kabupaten bahwa pada tahun
2015 merupakan kondisi dimana penanganan terhadap
penyalahguna sangat besar jika dibandingkan pada
tahun 2016.

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.3 diatas
peneliti meganalisis jumlah penyalahguna yang ada
dan jumlah penyalahguna yang di rehabilitasi tidak lah
sesuai. Pada tahun 2015 penyalahguna di jawa timur
ada 611,800 dan yang mendapatkan rehabilitasi hanya
4,890. Dan pada tahun 2016 jumlah penyalahguna ada
636,000 dan yang mendapat rehabilitasi hanya 1,192,
Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana
pelaksanaan yang ada, maka dari itu penelitian ini
dikatakan penting karena ingin mendalami realita yang
ada.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika
adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani
rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagi masa
menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu
narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan
sosial yang mengintegrasikan pecandu ke dalam tertib
sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan
narkotika. Dan rehabilitasi merupakan langkah proses
yang harus dijalani sebagai pemulihan untuk dapat
hidup normal kembali seperti semula. Penting nya
rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dikarenakan
orang Yyang sakit, dan keadaanya tidak normal.
Kecanduan narkoba itu dapat menyerang fungsi otak
yang bersifat kronis dan memiliki resiko kambuh yang
tertinggi  sehingga harus ditangani dengan cara
rehabilitasi.

Peneliti memberi batasan dalam ruang lingkup
wilayah nya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi
Jawa Timur sebagaimana wakil dari pusat untuk di
setiap wilayah dalam melaksanakan kebijakan P4GN di
wilayah jawa timur. Peneliti mengambil lokasi
penelitian di daerah yang tinggi tingkat penanganan
terhadap para penyalahguna narkotika yaitu di Kota
Surabaya. Dengan alasan bahwa BNN Kota Surabaya
merupakan instansi yang kontribusinya paling besar
dibanding instansi lainya yang ada di wilayah jawa
timur 364 jumlah penyalahguna yang direhabilitasi
pada setahun terakhir (2016). Peneliti ingin mengetahui
bagaimana implementasi dari rencana strategis badan
narkotika nasional yang ada di Kota Surabaya
berkontribusi dalam kebijakan P4AGN. Alasan mengapa
penelitian ini dikatakan penting bahwa kualitasi
sumber daya manusia merupakan salah satu modal
dalam pembangunan nasional yang perlu dipelihara
dan ditingkatkan terus menerus termasuk derajat
kesehatan nya. Para korban penyalahguna merupakan
seorang Yyang wajib disembuhkan dengan cara
rehabilitasi agar kualitas sumber daya manusia di
Indonesia baik untuk pembangunan nasional.

Berdasarkan atas permasalah yang sudah
dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan
PAGN dalam bidang Rehabilitasi yang
dilakukan Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya?

2. Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi Implementasi Kebijakan
PAGN dalam bidang Rehabilitasi di Kota
Surabaya?

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat
baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat
yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis
e Dengan adanya penelitian ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran
dan tambahan wawasan dalam kajian
IImu Administrasi Negara khususnya
di bidang kebijakan publik, serta
penelitian ini juga dapat
mengaplikasikan materi-materi
pengajaran  mengenai  kebijakan
publik.
2. Manfaat Praktis
e Penelitian ini dapat berguna bagi
Badan Narkotika Nasional (BNN)
sebagai bahan evaluasi kinerja pada
bidang rehabilitasi, serta para
pembaca dan bagi warga masyarakat,
dapat menjadi acuan bagi organisasi-
organisasi lain dalam
mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan yang akan dilaksanakan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif ~ deskriptif. Teknik pengumpulan data
digunakan dengan metode observasi, studi dokumen
dan wawancara secara mendalam, penentuan informan
dilakukan dengan purposive dan snowball sampling
dimana pihak-pihak dianggap mengetahui dan berperan
dalam implementasi kebijakan P4GN pada bidang
rehabilitasi. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif merujuk pada Sugiyono dengan tahapan
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Kebijakan P4GN Sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial
(social engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial,
maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu
saja rumusan Kkebijakan ini secara esensial sesuai
dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering
terjadi adalah formulasi kebijakan sebagai sebuah
arfisial bukan permasalahan pokoknya, sehingga
seringkali kebijakan tidak menyelesaikan
permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat
menimbulkan permasalahan baru.

Keputusan  merupakan tindakan  untuk
menentukan berbagai alternatif, sementara kebijakan
merupakan serangkaian keputusan. Willian Rye Dunn
dalam Sudiyono (2007) dengan tegas menyatakan




bahwa keputusan merupakan suatu pilihan terhadap
berbagai alternatif.

James E. Anderson dalam Sudiyono
mengatakan kebijakan dimaknai sebagai
serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang
diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkait
dengan suatu permasalahan tertentu. H.A.R Tilaar
mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang
dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai
strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang
bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk
mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki
masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat
yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Thomas R.Dye
(1981) dalam Subarsono adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
(public policy is whatever governments chose to do or
not to do) Lingkup dari studi kebijakan publik sangat
luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor
seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan
sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional
maupun lokal seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri,
peraturan pemerintah  daerah/provinsi, keputusan
gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan
keputusan bupati/walikota.

Menurut David Easton Kketika pemerintah
membuat kebijakan publik, ketika itulah pemerintah
mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena
setiap kebijakan mengadung seperangkat nilai di
dalamnya (R. Dye, 1981).

Definisi kebijakan publik dapat dikatakan
bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh
pemerintah yang berupa tindakan-
tindakan pemerintah;

2. Kebijakan publik harus berorientasi
kepada kepentingan publik;

3. Kebijakan publik adalah tindakan
pemilihan alternatif untuk
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
oleh pemerintah demi kepentingan
publik.

Idealnya suatu kebijakan publik adalah:

1. Kebijakan publik dibuat oleh
pemerintah yang berupa tindakan-
tindakan pemerintah;

2. Kebijakan publik untuk dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan didasarkan
pada kepentingan publik itu sendiri.

Kerangka kebijakan publik akan ditentukan
oleh beberapa variabel sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai;

2. Preferensi nilai seperti apa yang
perlu dipertimbangkan dalam
pembuatan kebijakan;

3. Sumberdaya  yang
kebijakan;

mendukung

4. Kemampuan aktor yang terlibat
dalam pembuatan kebijkan;

5. Lingkungan yang mencakup
lingkungan sosial  politik, dan
sebagainya;

6. Strategi yang digunakan untuk
mencapai tujuan.

Jenis-jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki rentetan yang cukup
banyak , namun secara sederhana dapat dikolompokan
menjadi tiga jenis.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro
atau umum, atau mendasar (Peraturan
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah)

2. Kebijakan Publik yang bersifat messo
atau menengah, atau penjelasan pelaksana
(Peraturan  Menteri, Surat Edaran
Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati, dan Walikota)

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro
adalah  kebijakan yang  mengatur
pelaksanaan kebijakan di atasnya, bentuk
kebijakannya adalah peraturan yang
dikeluarkan oleh aparat publik dibawah
menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Dengan merujuk pada pengelompokan jenis

kebijakan di atas, maka kebijakan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) vyaitu Instruksi Presiden Nomor 12
Tahun 2011 merupakan jenis Kkebijakan makro.
Selanjutnya diteruskan dengan Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun
2015-2019 yang merupakan jenis kebijakan messo.

Implementasi Kebijakan PAGN sebagai Kebijakan
Publik

Dalam proses kebijakan, terdapat langkah-
langkah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut
sudah sesuai dengan tujuan dan dapat menyelesaikan
permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti ingin
membahas tentang salah satu tahapan kebijakan yaitu
tahap implementasi kebijakan.

Menurut Van Horn dan Van Meter
merumuskan proses implementasi ini sebagai “those
actions by public and private individual or groups that
are the achievement or objectives set forth in prior
policy (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta baik secara individu maupun kelompok
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang menjadi prioritas kebijakan)”.

Mazmanian dan Sabatier telah merumuskan
proses implementasi kebijakan negara ini dengan lebih
rinci, yaitu:

“implementasi adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentik perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang



penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,
keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran
yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.
Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah
tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan
pengesahan undang-undang, kemudian output
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan
oleh badan instansi pelaksanaan, kesediaan
dilaksanakanya keputusan-keputusan tersebut oleh
kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik
yang dikehendaki atau tidak dari output tersbeut,
dampak putusan sebagai dipersesikan oleh badan-
badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya
perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk
melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-
undang/ peraturan yang bersangkutan”.

Dalam implementasi kebijakan, paling tidak
ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan:

1. Adanya program atau kebijakan yang

dilaksanakan.

2. Target grpup atau kelompok masyarakat
yang menjadi sasaran dan diharapkan
akan memberi manfaat dan perubahan
serta peningkatan.

3. Unsur pelaksanaan, baik organisasi
maupun perorangan yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan,
pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi.

Sementara itu, menurut Grindle dalam
Winarno  (2012) implementasi secara umum
membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan
tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai
dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena
itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya a
policy delivery system, di mana sarana-sarana tertentu
dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada
tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan serangkaian tindakan yang telah dilakukan
oleh pemerintah sebagai bentuk realisasi suatu
kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum
yang berlaku dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan
untuk mencapai tuuuan yang ditetapkan.

Tahap-Tahap Implementasi

James E. Anderson dalam Subarsono (2008)
dengan tegas menyatakan bahwa implementasi
mencakup 4 aspek, yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam
implementasi  kebijakan, (2) esensi  proses
administratifnya, (3) kepatuhan terhadap kebijakan, (4)
pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.
Charles O. Jones dalam Arif Rohman(2009)
menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktifitas
yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah
program. Ada tiga pilar aktivitas dalam
mengoperasikan  program  tersebut adalah: (1)
pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali

sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan
proram agar bisa berjalan; (2) interpretasi, yaitu
aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana
dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan
perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau
lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau
perlengkapan program.

James E. Anderson dalam Subarsono (2008)
dengan tegas menyatakan bahwa implementasi Pada
kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN), mencakup 4 aspek, yaitu:

1) Siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan, yaitu Badan Narkotika Nasional
yang memiliki wewenang langsung untuk
mengimplementasikan nya.

2) Esensi proses administratifnya, semua sudah
ditetapkan dan diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional, lalu Instruksi
Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Rencana dan Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap
Narkoba (P4GN), dan Peraturan Kepala
Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Badan
Narkotika Nasional tahun 2015-2019.

3) Kepatuhan terhadap kebijakan, maka apa
yang sudah ditetapkan oleh  pembuat
kebijakan harus dilaksanakan oleh
implementor.

4) Pengaruh implementasi pada isi dan dampak
kebijakan, kebijakan PAGN ini harus di
implementasikan agar apa yang menjadi
tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dan
dapat mempengaruhi kondisi yang sebelum
adanya kebijakan ini dibuat.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengindentifikasi factor-faktor apa
sajahkah yang mempengaruhi proses implementasi
kebijakan, model-model teoritis banyak dikembangkan
oleh para ilmuwan untuk memfokuskan permasalahan
implementasi yang dikaji. Model-model ini dibuat agar
dapat membantu menjelaskan hubungan kausalitas
anatar banyaknya variable yang ada dalam
implementasi kebijkan publik ini.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan
yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan.
Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak
dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat
pengimplementasiannya.  Implementasi  kebijakan
sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke
dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran
birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut
masalah  konflik, keputusan dan siapa Yyang




memperoleh apa dari suatu kebijakan. Beberapa model
kebijakan yang ada adalah :
1. Model Merilee S. Grindle

penerimaan kelompok sasaran dan
perubahan yang terjadi.

Marilee S. Grindle dalam Suharno
(2013:173) menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan di
pengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu
variabel isi kebijakan (content of policy)
dan lingkungan implementasi kebijakan
(context of implementation). Variabel isi
kebijakan meliputi beberapa hal :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok
sasaran atau target groups termuat
dalam isi kebijakan.

2. Jenis manfaat yang di terima oleh
target groups, tentunya sebuah
kebijakan akan lebih bermanfaat jika
sesuai dengan kebutuhan dari target
groups?

3. Sejauh  mana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan.

4. Apakah letak sebuah program sudah
tepat.

5. Apakah sebuah Kkebijakan telah
menyebut implementornya dengan
rinci.

6. Apakah sebuah program didukung
oleh sumberdaya yang memadai.
Sedangkan lingkungan implementasi

kebijakan (context of implementation)

mencakup tiga aspek berikut ini:

1. Seberapa besar kekuasaan,
kepentingan, dan strategi yang
dimiliki oleh para aktor yang terlibat
dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik institusi dan rezim yang
berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas
kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi suatu
kebijakan publik dapat diukur dari proses
pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya
atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.
Hal ini dikemukakakn oleh Grindle,
dimana pengukuran keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut dapat
dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan
mempertanyakan apakah
pelekasanaan  kebijakan  sesuai
dengan yang ditentukan dengan
merujuk pada aksi kebijakan

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai.
Dimensi ini diukur dengan melihat
dua factor, yaitu: a) Impak atau
efeknya pada masyarakat secara
individu dan kelompok; b) Tingkat
perubahan  yang terjadi  serta

Model George Edward 111
Edward dalam Winarno (2012)

mengusulkan  empat  variabel yang

menjadi  faktor utama keberhasilan

implementasi kebijakan. Empat variabel

tersebut yaitu:

a. Komunikasi
Untuk  menjamin keberhasilan
implementasi kebijakan, pelaksana
harus mengetahui betul apa yang
harus dilakukannya berkaitan dengan
pelaksanaan  kebijakan  tersebut.
Selain  itu, kelompok sasaran
kebijakan juga harus diinformasikan
mengenai apa yang menjadi tujuan
dan sasaran kebijakan. Ini penting
untuk menghindari adanya resistensi
dari kelompok sasaran. Dengan
demikian untuk kepentingan tersebut
perlu dilakukan sosilisasi yang
intensif tentang kebijakan yang
dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini
dapat dilakukan melalui berbagai
cara, diantaranya melalu media cetak
ataupun elektronik.

b. Sumber daya
Keberhasilan implementasi kebijakan
selain ditentukan oleh kejelasan
informasi, juga ditentukan oleh
sumberdaya yang dimiliki oleh
implementor. Tampak sumberdaya
yang memadai, tentu implementasi
kebijakan tidak akan berjalan secara
optimal. Sumberdaya sebagai bentuk
implementasi kebijakan dapat
berwujud sumberdaya manusia yakni
kompetensi implementor, dan
sumberdaya finansial. Sumberdaya
merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan agar
kebijakan dapat berjalan sesuai
dengan vyang diharapkan. Tanpa
sumberdaya, kebijakan hanya akan
menjadi sekedar angan-angan
ataupun dokumen di atas Kkertas
semata.

c. Disposisi
Disposisi yang dimaksud di sini
adalah menyangkut watak dan
karakteristik (sikap) yang dimiliki
oleh implementor, seperti; komitmen,
kejujuran, sifat demokratis dan
sebagainya. Disposisi yang dimiliki
oleh implementor menjadi salah satu
variabel penting dalam implementasi
kebijakan.  Apabila  implementor
memiliki disposisi yang baik, maka



dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik sebagaimana
yang diharapkan oleh pembuat
kebijakan. Sudah menjadi rahasia
umum, bagaimana sebuah kebijakan
yang bagus kadangkala harus kandas
di tengah jalan, ataupun salah sasaran
karena prilaku dari implementor
kebijakan. Dengan kata lain, pada
tahap ini komitmen dan kejujuran
dari implementor kebijakan sangat
diperlukan.
d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur
organisasi yang bertugas untuk
mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan.
Untuk  mendukung  keberhasilan
implementasi kebijakan diperlukan
sebuah prosedur operasional yang
standar  (standard  operational
procedures atau SOP). SOP
diperlukan sebagai pedoman
operasional bagi setiap implementor
kebijakan.  Selain itu,  struktur
organisasi birokrasi harus dirancang
sedemikian rupa untuk menghindari
prosedur yang terlalu panjang dan
terbelit-belit serta tentunya untuk
memudahkan pengawasan.

Model Van Meter dan Van Horn
Menurut Van Mater dan Van Horn
dalam teorinya ini beranjak dari suatu
argument bahwa perbedaan-perbedaan
dalam proses implementasi dipengaruhi
oleh sifat kebijaksanaan yang akan
dilaksanakan. Selanjutnya mereka
menawarkan suatu pendekatan yang
mencoba unruk menghubungkan antara
isu kebijakan dengan implementasi dan
suatu model konseptual yang
mempertalikan  kebijaksanaan dengan
prestasi kerja. Kedua ahli tersebut juga
menegaskan pula pendiriaanya bahwa
perubahan , kontrol, dan kepatuhan
bertindak  merupakan  konsep-konsep
penting dalam prosedur-prosedur
implementasi.  Proses  implementasi
dipengaruhi oleh dimensi-dimensi
kebijaksanaan semacam itu, dalam artian
bahwa implementasi kebanyakan akan
berhasil  apabila  perubahan  yang
dikehendaki relative sedikit, sementara
kesepakatan terhadap tujuan terutama dari
mereka yang mengoprasikan program
dilapangan relative tinggi. Model ini
menjelaskan bahwa kinerja kebijakan
dipengaruhi oleh beberapa variable yang

saling berkaitan, variable-variabel

tersebut yaitu:

a) Standard an Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus
jelas dan terukur, karena ketidak
jelasan standar dan sasaran kebijakan
berpotensi  untuk  menimbulkan
multiinterpretasi yang nantinya akan
berimplikasi pada sulitnya
implementasi kebijakan.

b) Sumber daya
Implementasi kebijakan perlu
dukungan sumberdaya yang
memadai, baik sumberdaya manusia
maupun sumberdya non manusia.
Kurangnya sumberdaya akan
menyulitkan implementasi kebijakan.

¢) Hubungan Organisasi
Jalinan hubungan kerjasama yang
sinergis diperlukan antar instansi
terkait untuk mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan

d) Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik agen pelaksana adalah
mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang
terjadi  dalam  birokrasi, yang
semuanya itu akan mempengaruhi
implementasi kebijakan.

e) Disposisi implementor
Disposisi implementor ini meyangkut
watak dan karakteristik (sikap) yang
dimiliki oleh implementor seperti
komitmen, kejujuran dan sifat
demokratis dan sebagainya.

f) Kondisi lingungan sosial, politik dan
ekonomi
Variabel ini mencakup sumberdaya
ekonomi lingkungan yang dapat
mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan; sejauh mana
kelompok-kelompok kepentingan
memberikan dukungan bagi
implementasi kebijakan; karakteristik
para partisipan, yakni mendukung
atau menolak; bagaimana sifat opini
publik yang ada di lingkungan; dan
apakah elit politik mendukung
implementasi kebijakan.

Berdasarkan paparan model implementasi
yang ada diatas maka peneliti menggunakan model
implementasi George Edward Ill, dikarenakan pada
saat peneliti pra-penelitian waktu melakukan magang
di Badan Narkotika Nasional peneliti mengamati alur
yang ada bahwa faktor komunikasi sangat penting
untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu
komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para
implementor, lalu faktor sumber daya sangat
mempengaruhi untuk mendukung suatu implementasi




kebijakan. Maka peneliti menggunakan model
implementasi milik George Edward Ill, yang dinilai
paling mendekati untuk menyelesaikan permasalah
penyalahgunaan narkoba di kota Surabaya dengan 4
variabel yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,
dan Struktur Birokrasi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
Menurut George Edward 111, faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan P4GN
pada bidang rehabilitasi Dengan 4 variabel yang
mempengaruhi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya,
Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
1.  Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang
penting dalam segala Kkegitan yang
dilakukan yang melibatkan lebih dari satu
pihak. Komunikasi ini akan selalu
dibutuhkan untuk melakukan koordinasi
dari satu pihak kepada pihak lain untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
bersama. Adanya komunikasi ini
dibutuhkan untuk menyampaikan segala
informasi terkait tentang apa yang sedang
dikerjakan yang melibatkan kedua belah
pihak untuk mempermudah mencapai
tujuan. Begitu juga dengan implementasi
kebijakan publik, dalam  proses
implementasi  kebijakan publik perlu
adanya komunikasi antara pelaksana
kebijakan publik dan pengguna kebijakan
publik agar implementasi kebijakan
publik tersebut dapat berjalan.

Menurut Goerge C. Edward I,
komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap
kebijakan akan dapat dilaksanakan
dengan baik jika terjadi komunikasi yang
efektif antara  pelaksana  program
(kebijakan) dengan para kelompok
sasaran (target group). Tujuan dan
sasaran dari program/ kebijakan dapat
disosialisasikan secara baik sehingga
dapat menghindari adanya distorsi atas
kebijakan dan program. Komunikasi
merupakan salah satu variable penting
yang mempengaruhi implementasi
kebijakan publik. Adanya komunikasi
membuat kejelasan standar, sasaran dan
tujuan  kebijakan akan mampu di
informasikan tidak hanya dari atasan
kepada bawahan tetapi juga terhadap
kelompok sasaran. Oleh karena itu,

komunikasi sangat menentukan
keberhasilan dari pencapaian tujuan dari
implementasi kebijakan publik.

Komunikasi memang memainkan peran
penting bagi berlangsungnya koordinasi
dan implementasi pada umumnya.

Komunikasi dalam implementasi
rehabilitasi dalam kebijakan yang ada di
Kota Surabaya ini berfokus pelaksanaan
komunikasi yang dilakukan BNN kepada
para korban penyalahguna narkotika, hal
ini  dikarenakan rasa  pentinngnya
komunikasi yang dilakukan oleh BNN
kepada  kelompok  sasaran  agar
keseluruhan informasi yang ada terkait
dengan rehabilitasi dapat tersampaikan
dengan baik sesuai dengan dimensi yang
telah ditentukan Edward Ill. Sehingga
dalam penelitian ini komunikasi yang
akan dibahas akan mengacu pada
bagaimana komunikasi yang terjadi
antara atasan dan bawahan serta kepada
kelompok sasaran yang diberikan oleh
BNN kepada para korban penyalahguna
di Kota Surabaya.

Sumber Daya

Sumberdaya yang ada tak dapat
dipungkiri menjadi ~ factor  yang
berpengaruh dalam implementasi
kebijakan publik yang ada. Jika tidak
dimilii sumberdaya maka Kkebijakan
publik yang ada tidak dapat dilaksanakan.
Proses implementasi kebijakn publik akan
selalu bergantung dengan sumberdaya
yang dimiliki, semakin bisa
memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki
maka akan semakin mudah dalam
menjalankan kebijakan publik tersebut.
Sumberdaya dalam proses implementasi
kebijakan publik bisa dilihat dari banyak
bentuk sumberdaya yang dimiliki.

Menurut Edward sumberdaya, yaitu
menunjuk  setiap  kebijakan  harus
didukung oleh  sumberdaya yang
memadai, baik sumberdaya manusia
maupun sumberdaya finansial.
Sumberdaya manusia adalah kecukupan
baik  kualitas  maupun  kuantitas
implementor yang dapat melingkupi
seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya
finansial adalah  kecukupan modal
investasi atas sebuha program/kebijakan.

Sumber daya dalam implementasi
rehabilitasi yang termuat dalam kebijakan
PAGN ini akan menggunakan pendapat
yang telah diutarakan oleh Edward IlI
sehingga sumberdaya dalam penelitian ini
akan berfokus pada sumberdaya manusia,
dan sumberdaya finansial yang dimiliki
oleh Badan Narkotika Nasional.

Sumber daya manusia ini akan
menjelaskan  tentang petugas yang
dimiliki BNN baik dari segi kualitas yang
dilihat dari knowledge, kemampuan, dan
kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh



petugas BNN dan juga dilihat dari segi
kuantitas atau jumlah petugas di BNN.
Edward Ill menegaskan  bahwa,
“probably the most eseential resources is
implementing policy is staff”. Meskipun
atura main pelaksanaan kebijakan jelas
dan kebijakan telah ditransformasikan
dengan cepat, hamun jika sumber daya
tersebut terbatas baik dari jumlah maupun
kualitas pelaksanaan kebijakan akan
berjalan efektif. Dengan kemampuan
yang dimiliki oleh petugas dan kuantitas
yang memadai maka akan sangat dapat
mendukung petugas dalam melaksanakan
pekerjaan  sesuai dengan  tugasnya
masing-masing dan membantu
berjalannya pelaksanaan rehabilitasi yang
lebih baik dan efisien.

Sumber daya kedua yang digunakan
dalam implementasi ini yaitu sumber
daya finansial yang mencakup kecukupan
dana yang dimiliki oleh BNN untuk
melaksanakan rehabilitasi yang sesuai
dengan  aturan-aturan  yang  ada.
Sumberdaya finansial ini berfokus pada
dana yang diterima BNN dari hibah
maupun dari anggaran pemerintah dalam
melaksanakan kebijakan ini.

Disposisi

Dalam  implementasi  kebijakan
publik ~yang ada terdapat juga
karakteristik agen pelaksana yang dapat
membantu proses implementasi kebiakan
publik. Karakteristik agen pelaksana ini
akan menyesuaikan dengan kebijakan
publik yang akan diterapkan kepada
kelompok sasaranya.

Disposisi atau sikap dari pelaksana
kebijakan adalah faktor penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan publik.
Menurut George Edward Ill, disposisi
implementor ini meyangkut watak dan
karakteristik (sikap) yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen, kejujuran
dan sifat demokratis dan sebagainya.
Apabila implementor memiliki disposisi
yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik
sebagaimana yang diharapkan oleh
pembuat kebijakan.

Disposisi  dalam  penelitian ini
digunakan untuk melihat bagaimana sikap
dari para pelaksana dalam menjalankan
kebijakan PAGN pada bidang rehabilitasi
di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh
Badan  Narkotika  Nasional  Kota
Surabaya. Tahap ini komitmen, kejujuran
dari  implementor kebijakan sangat
diperlukan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan
salah  satu  faktor yang  dapat
mempengaruhi implementasi bisa
berjalan dengan baik atau tidak. Walupun
sumber-sumber  untuk  melaksanakan
suatu kebijakan tersedia, atau para
pelaksana kebijakan tersedia, atau para
pelaksana kebijakan menhetahui apa yang
seharusnya dilakukan, dan mempunyai
keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, = kemungkinan  kebijakan
tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi karena terdapatnya kelemahan
dalam struktur birokrasi

Dalam proses implementasi
tantangan adalah bagaimana birokrasi
tidak timbul atau terjadi fragmentasi
(fragmentation), dimensi  fragmentasi
menegaskan bahwa struktur birokrasi
yang terfragmentasi dapat meningkatkan
gagalnya komunikasi, dimana para
pelaksana kebijakan akan terdistorsi.
Dengan kata lain bureaucratic
fragmentasi  bisa  menjadi  proses
implementasi menajadi jauh dari kata
efektif.

Untuk  mendukung  keberhasilan
implementasi  kebijakan  diperlukan
sebuah prosedur operasional yang standar
(standard operational procedures atau
SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman
operasional bagi setiap implementor
kebijakan. Selain itu struktur organisasi
birokrasi harus dirancang sedemikian
rupa untuk menghindari prosedur yang
terlalu panjang dan terbelit-belit serta
tentunya untuk memudahkan pengawasan

Pada implementasi kebijakan PAGN
pada bidang rehabilitasi di kota Surabaya
yang dilakukan oleh BNN ini tentunya

memiliki standard operational
procedures atau SOP untuk pelaksanan
nya.

KESIMPULAN

1.

Implementasi kebijakan PAGN pada bidang
rehabilitasi di Kota  Surabaya telah
terimplementasi, namun belum berjalan
optimal. Hal ini diketahui dari keterbatasan
BNN kota Surabaya dalam menangani kasus
penyalahgunaan narkoba di kota Surabaya. Di
awal mulainya program ini disampaikan
kepada masyarakat BNN sangat bekerja keras
yaitu  pada tahun  2015.  Sehingga
menghasilkan respon yang baik dari apa yang
disampaikan yaitu meningkat nya kesadaran
diri para penyalahguna narkoba untuk
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mengikuti layanan rehabilitasi yang telah
diselenggarakan. Rehabilitasi yang dijalan kan
oleh BNN kota Surabaya ini ada dua model
yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap.
Diketahui juga bahwa bila ada seorang
pecandu yang melaporkan dirinya ke BNN
atau ke layanan IPWL maka dia akan
mendapat perlindungan hukum dan mendapat
layanan rehabilitasi sesuai dengan kondisi
nya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan PAGN pada bidang
rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota
Surabaya ini terdapat faktor yang mendukung
dan yang menghabat dapat dilihat dari 4
variabel sebagai berikut:

e Komunikasi yang terjadi antara
atasan dan  bawahan  dalam
menginstruksikan  suatu  program
sangatlah jelas dan terarah. Semua
sudah  ditetapkan  maka  para
pelaksana  ini  hanya tinggal
memahami dan menerapkan nya
dilapangan. Komunikasi yang terjadi
antara aparat pelaksana terhadap
kelompok sasaran ini juga sudah baik
dimana sosialisasi yang diberikan
banyak menggunakan berbagai cara
yaitu tatap muka langsung seperti
memberi seminar dan pelatihan, lalu
ada dengan melalui media cetak
dengan penyebaran brosur atau iklan
poster, dan melalui siaran radio atau
televisi.

e Sumber daya manusia yang dimiliki
oleh  BNN kota suarabaya ini
sangatlah terbatas diketahui bahwa
jumlah pegawai yang ada belum
terpenuhi  seutuhnya sebagaimana
yang sudah ditetapkan.

o Disposisi atau sikap dari para aparat
pelaksana yang dimiliki oleh BNN
dalam  melaksanakan  program
rehabilitasi ini mempunyai komitmen
yang tinggi dan Kkejujuran dalam
melaksanakan tugas nya. Serta ada
karakteristik yang dimiliki oleh BNN
kota Surabaya ini yaitu pendekatan
secara kemanusiaan, kekeluargaan
dalam melayani para pecandu,
karakteristik ini dijadikan roll model
oleh BNN kota Surabaya.

e  Struktur birokrasi yang dimiliki BNN
kota Surabaya dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenang nya para
aparat ini menggunakan pedoman
aturan-aturan serta SOP yang ada.
Diketahui  juga bahwa dalam
melayani rehabilitasi ini BNN kota

Surabaya hanya bisa melayani
rehabilitasi rawat jalan saja. Dan bila
ada yang membutuhkan rawat inap
maka BNN akan merujukan ke LSM
yang melayani rehabilitasi napza.
Bila sudah dirujukan hubungan
antara BNN dengan korban atau
keluarga korban akan terputus
langsung saat korban masuk ke
lembaga layanan rehabilitasi
tersebut, dan sebaliknya urusan nya
akan bersangkutan dengan pihak
lembaga rehab tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
Bandung : Alfabeta
Dadang. 2006. Penyalahgunaan &
Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol &
Zat Adiktif) Edisi Kedua. Jakarta : Balai
Penerbit FKUI
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik yang
Berbasi Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta
: Penerbit Ombak
Iriani, Emi. 2008. Kajian Efektifitas Kebijakan
Penghematan dan Pengembangan Energi
Alternatif Suatu Evaluasi Implementasi
Perpres 5/06. Bandung : Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | (PKDA)
LAN
Rena, Yulia. 2010. Viktimologi: Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta :
Graha limu
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi,
Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT.
Elex Media Komputindo
Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan.
Yogyakarta : Laksbang Mediatana
Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik
Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar
Sudiyono. 2007. Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik
Kajian Proses dan Analisa Kebijakan.
Yogyakarta : Gava Media
Tilaar, H.A.R, dan Riant Nugroho. 2008. Kebijakan
Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan
Dari Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Putra
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijaksanaan
Dari Formulasi Ke Penyusunan Model
Implementasi Kebijaksanaan Publik. Jakarta :
Bumi Putra
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori Proses
dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS

Hawari,



Dokumen :

Jurnal Data pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap
Narkoba (P4GN) Tahun 2015 Edisi Tahun
2016 (Perpustakaan BNN)

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
Tentang Badan Narkotika Nasional
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) tahun 2011-2015
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun
2015-2019

11




